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BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori
Pada tinjauan teori ini dikemukakan pengertian-pengertian terkait

dengan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Konsep Manajemen

Menurut Makmur (2009:11), “Konsep manajemen adalah dimana para
anggota organisasi saling mendukung, tetapi juga tidak sedikit jumlah
kelompok yang saling menindas dalam rangka mengejar cita-cita mereka.

Winardi (dalam Makmur,2009:9) berpandangan bahwa “Keberhasilan
dalam hal mencapai tujuan-tujuan keorganisasian hinggah tingkat tertentu
tergantung pada faktor-faktor manusia”. Karena hanya manusia yang dapat
menciptakan, merubah dan mengembangkan suatu konsep manajemen yang
lebih tepat dalam pengimplementasian menuju pencapaian tujuan secara

berdayaguna dan berhasil guna.

a. Pengertian Manajemen
Pengertian manajemen menurut Paul Hersey (dalam Makmur:2009:6),
“‘Manajemen adalah sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan
bersama individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi”.
Selanjutnya Stoner (1982), mengemukakan bahwa :
“Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian,
kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses

penggunaan semua lain-lain sumber daya organisasi untuk mencapai
tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.
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Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan (dalam Makmur:2009:6),
“Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efesien
untuk mencapai tujuan tertentu”.

Adapun pengertian manajemen seperti dikutip dalam sebuah situs
internet pada hitp://organisasi.org/pengertian_de-fenisi_dari _manajemen,
Follet (2006), mengemukakan bahwa : “Manajemen adalah suatu seni,
karena untuk melakukan suatu pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan
keterampilan khusus”. Sedangkan Hasibuan (2000:2) mengatakan bahwa :
“Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber
daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk
mencapai satu tujuan”. Menurut Handoko (1995:10) mendefinisikan
manajemen sebagai berikut :

“Manajemen adalah bekerja dengan orang-orang untuk menentukan,

menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan

pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan
personalia, pengarahan, kepemimpinan dan pengawasan”.

Dari beberapa definisi para ahli seperti yang disebutkan di atas, dapat
diambil kesimpulan bahwa Manajemen adalah ilmu, seni, dan proses
perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya
organisasi, yang dilaksanakan dengan orang-orang untuk mencapai tujuan
yang sudah ditetapkan. Dari uraian-uraian di atas dipahami bahwa :

1. Manajemen mempunyai tujuan yang ingin dicapai.
2. Manajemen merupakan kolaborasi antara ilmu, proses, dan seni.
3. Manajemen baru dapat diterapkan jika ada dua orang lebih melakukan

kerja sama dengan suatu organisasi.


http://organisasi.org/pengertian_de-fenisi_dari
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B

Manajemen terdiri dari beberapa fungsi vyaitu : perencanaan,
pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan .

Selain itu menajemen pada dasarnya baru dapat diterapkan, jika :

—

Ada tujuan bersama dan kepentingan yang sama yang akan dicapai.
2. Ada kerja sama diantara sekelompok orang dalam ikatan formal dan

ikatan tata tertib yang baik.

w

Ada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab yang teratur.

B

Ada organisasi untuk melakukan kerja sama.

Manajemen sangat penting untuk mengatur semua kegiatan dalam
kehidupan baik di rumah tangga, sekolah, organisasi, perusahaan, yayasan-
yayasan, pemerintahan dan lain sebagainya. Manajemen yang baik akan
menimbulkan pembinaan kerja sama akan serasi harmonis, saling
menghormati-mencintai sehingga tujuan dari organisasi akan tercapai secara
optimal. Dari pengertian manajemen yang telah dikemukakan diatas dapat
dijelaskan bahwa manajemen memerlukan kemampuan dan keterampilan,
adanya tujuan jelas yang ingin di capai organisasi, dan yang terpenting
adalah adanya kerja sama yang terintegrasi secara baik dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah di tentukan sebelumnya. Berbagai usaha atau
kegiatan manajemen hendaknya di dukung oleh sumber daya yang cukup
dengan pemanfaatan atau penggunaannya secara hemat atau berdaya guna.
Manajemen dapat di artikan secara sederhana yaitu menyelesaikan sesuatu
melalui kemampuan orang lain. Dari beberapa definisi para ahli seperti yang
disebutkan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah
suatu proses pengaturan yang dipakai dalam kehidupan pokok maupun

kehidupan sekunder, untuk manusia menjalankan aktivitas keorganisasian
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maupun individu. Dalam hal mengarahkan suatu individu atau mayoritas
orang-orang ke arah tujuan organisasi dalam mewujudkan tujuan yang telah
ditetapkan dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan
pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumberdaya organisasi.
Brech mendefinisikan manajemen (dalam buku Geoffrey,1991:134) bahwa :
“suatu proses sosial yang meminta tanggung jawab demi
perencanaan dan pengaturan yang efektif dan ekonomis dari
pengoperasian suatu perusahaan, dalam memenuhi suatu tujuan atau
tugas yang sudah ditetapkan, tanggung jawab”.
Sedangkan Terry (dalam Winardi : 2000) menjelaskan bahwa :
“Manajemen adalah sustu proses yang khas, yang terdiri dari
perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pelaksanaan dan
pengendalian yang dilakukan dengan memanfaatkan manusia dan
sumber daya manusia dan sumber daya lainnya”.

Dari beberapa defenisi para ahli seperti yang disebutkan diatas, dapat
diambil kesimpulan kegiatan yang dilaksanakan secara efektif dan efesien
maka tujuan organisasi yang ingin dicapai dapat tercapai dengan didukung
oleh sumber daya manusia yang dimiliki maka akan berdampak baik pula
pada pencapaian program-program atau kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan baik individu, kelompok maupun organisasi.

Pada buku yang sama di kemukakan oleh Tery (dalam Winardi :
2000) , bahwa proses manajemen terdiri dari apa yang disingkat menjadi
P.O.A.C. dimana;

P = Planing (perencanaan)
O = Organizing (pengorganisasian)

A = Actuating (menggerakkan)
C = Controling (pengawasan)

cooo
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b. Fungsi Manajemen
Menurut Terry (dalam Makmur,2009:99), fungsi manajemen yang
dikemukakan bahwa :
Perencanaan
Pengorganisasian

Menggerakkan/Pelaksanaan
Pengawasan

cooop

Untuk memperjelas fungsi-fungsi manajemen tersebut, dapat
diuaraikan sebagai berikut :
a. Perencanaan

Perencanaan merupakan fungsi pertama dan utama melalui
perencanaan orang dapat mengetahui apa, mengapa, di mana, kapan, siapa
dan bagaimana suatu pekerjaan dilaksanakan. Menurut Soedjadi (1989:3)
mengemukakan bahwa :

“Proses kegiatan dari seorang pimpinan (manajer) yang harus
dilakukan dengan mempergunakan cara-cara pemikiran ilmiah maupun
praktis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan melalui
kerjasama orang-orang lain sebagai sumber tenaga kerja, serta
memanfaatkan sumber-sumber lainnya dan waktu yang tersedia untuk itu
dengan cara yang secepat-cepatnya”.

Dari defenisi perencanaan tersebut secara sederhana memberikan
gambaran bahwa perencanaan mutlak diperlukan dalam berbagai bidang
tugas dan keilmuan. Perubahan selalu terjadi dan mewarnai dalam interaksi
lingkungan organisasi. Perubahan lingkungan ini perlu diantisipasi dan hasil
antisipasi tersebut digunakan sedemikian rupa agar perubahan dapat dapat
berimbang. Dalam artian bahwa perubahan terjadi diluar organisasi tidak jauh

berbeda dengan perubahan yang terjadi pada organisasi sehingga organisasi

tidak mengalami goncangan. Jelaslah bahwa dari suatu perencanaan adalah
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usaha untuk mengubah organisasi agar sejalan dengan perubahan
lingkungannya.

Berdasarkan defenisi perencanaan yang telah diuraikan tersebut
memperlihatkan rumusan serta penekanan yang berbeda. Dimana pada sisi
pertama, menghendaki wujud atau keadaan yang akan datang serta usaha
untuk mencapainya, kedua, menghilangkan atau mengurangi kesenjangan
antara keadaan seharusnya dengan keadaan masa mendatang, ketiga,
mengubah keadaan agar terjadi kesesuaian dengan keadaan lingkungan
yang juga berubah.

Pada intinya pengertian perencanaan yang diuraikan tersebut
bermakna yang sama. Bahwa adanya keinginan untuk mencari dan
mencapai keadaan atau wujud yang akan datang. Hanya saja beberapa
defenisi tersebut tidak menyatakan secara eksplisit bahwa keadaan atau
wujud yang dicari itu merupakan akibat dari terjadinya perubahan, termasuk
didalamnya perubahan dalam tujuan dan atau cita-cita.

b. Pengorganisasian

Fungsi kedua manajemen adalah penggorganisasian vyaitu
merupakan serangkaian proses perumusan tujuan, pengelompokkan tugas-
tugas pendelegasian tugas dan wewenang, penempatan pegawai dan
penyedian sarana serta fasilitas kerja yang memungkinkan organisasi
berjalan lancar, efektif dan efesien. Penggorganisasian akan menghasilkan
organisasi yang memenuhi prinsip-prinsip organisasi yang baik.

Penggorganisasian menurut Swastha (1997:7), adalah :

“Proses penggorganisasian mencakup usaha membagi-bagi

pekerjaan (untuk mencapai tujuan) kedalam departemen-departemen dan

jabatan-jabatan, dan kemudian mengadakan koordinasi yang perlu untuk
menjamin bahwa departemen dan jabatan tersebut sudah selesai.”
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Hanafi (1987:258), mengemukakan bahwa karakteristik
penggorganisasian sebagai berikut :

1. Pembagian kerja yang jelas (spesialisasi) dan setiap posisi diisi

oleh orang yang memang ahli dibidang tersebut.

2. Seperangkat aturan yang konsisten dan jelas untuk menjamin

keseragaman tugas.

3. Ada hirarki posisi yang menciptakan rata komando dari

manajemen puncak sampai karyawan paling bawah.

4. Manajer menjalankan bisnis dengan cara empersonal, menjaga

jarak sosial antara dirinya dengan bawahannya.

5. Karir dalam organisasi didasarkan pada prestasi dan keahlian.

Karyawan tidak boleh diperlakukan secara tidak adil.

Pelaksanaan fungsi penggorganisasian dalam manajemen terkait pula
fungsi penyusunan pogram dan penjadwalan kegiatan yang akan
dilaksanakan. Dalam program tersebut harus jelas apa yang akan dikerjakan,
dimana, siapa, dan bagaimana pekerjaan itu dikerjakan. Dengan kata lain
bahwa program harus jelas, sistimatis, realitas dan bersifat terpadu.

c. Menggerakkan/Pelaksanaan

Menggerakkan menurut Winardi (2000:8) bahwa :

“Fungsi pelaksanaan/menggerakkan dalam manajemen mencakup
motivasi, kepemimpinan, komunikasi, pelatihan dan bentuk-bentuk
pengaruh pribadi lainnya . fungsi ini dapat dianggap sebagai tindakan
menginisiasi dan mengarahkan pekerjaan yang perlu dilaksananakan di
dalam suatu organisasi. Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang
menstimulir tindakan-tindakan agar betul-betul dilaksanakan. Oleh karena
tindakan-tindakan itu dilakukan oleh orang, maka pengarahan meliputi

pemberian perintah-perintah dan motivasi pada personalia yang
melaksanakan perintah-perintah tersebut.”
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Berdasarkan uraian tersebut, pelaksanaan/menggerakkan senantiasa
harus berkaitan secara erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya agar
tujuan-tujuan organisasi dapat dicapai seperti yang diinginkan.

d. Pengawasan

Fungsi utama terakhir dari manajemen adalah pengawasan, yaitu
serangkaian kegiatan yang dilakukan unuk mencegah terjadinya
penyimpangan dan apabila terjadi, sedini mungkin harus dilakukan
perbaikkan atau koreksi. Pengawasan sangat penting untuk menggerakkan
ketertiban pelaksanaan tugas atau fungsi berorganisasi. Ketertiban yang
dimaksud adalah ketertiban aturan, prosedur, pengelolaan uang dan barang ,
jumlah dan mutu yang dihasilkan.

Menurut Siagian (1997:11), Guna berlangsungnya pengawasan yang
efektif, perlu diciptakan budaya organisasional melalui setiap anggota
organisasi menerima kenyataan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan
merupakan hal yang perlu dan wajar demi kepentingan organisasi, sama
halnya dengan pelaksanaan fungsi-fungsi organic manajemen lainnya,
yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan penilaian.

Dalam menerapkan pengawasan, baik pengawasan pimpinan
maupun pengawasan fungsional perlu dilakukan secara obijektif,
berkelanjutan dan menggunakan teknik-teknik yang baik serta di ikuti dengan
tindak lanjut seperlunya. Fungsi pengawasan pada hakekatnya mengatur
apakah kegiatan sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan
dalam rencana. Sehingga pengawasan membawa kita pada fungsi
perencanaan. Makin jelas lengkap serta terkoordinir rencana-rencana makin
lengkap pula pengawasan.

Handoko (1997 : 59) menyatakan bahwa ada tiga alasan utama

manajemen diperlukan, yaitu :
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- Manajemen diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dan
pribadi.

- Manajemen diperlukan untuk menjaga keseimbangan diantara
tujuan-tujuan, sasaran-saran dan kegiatan-kegiatan yang saling
bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam
organisasi, peperti pemilik dan karyawan, manajemen kreditur,
pelanggan konsumen, supplier, serikat pekerja, assosiasi
perdagangan, masyarakat dan pemerintah.

- Manajemen diperlukan untuk mencapai efesiensi dan efektivitas
kerja suatu organisasi, karena kinerja organisasi dapat diukur
dengan banyak cara yang berbeda dan salah satu yang umum
adalah efesien dan efektifitas.

Uraian tersebut memberikan pemahaman bahwa manajemen sangat
diperlukan dalam suatu organisasi apapun untuk mencapai tujuan yang di
inginkan oleh organisasi yang bersangkutan. Dalam hal itu pula diperlukan
keserasian antara sasaran, tujuan maupun kegiatan-kegiatan yang tidak
saling bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan organisasi. Disamping
itu manajemen sangat dibutuhkan dalam sebuah organisasi kecil maupun
besar, instansi pemerintah perusahaan.

Faktor lain yang juga sangat menentukan dalam manajemen adalah
mewujudkan efektifitas kerja. Dalam artian bahwa segala sesuatu yang
berkaitan dengan usaha pencapaian tujuan adalah sesuai rencana yang telah
ditetapkan. Efektif berarti pelaksanaan rencana berjalan lancar, tepat dan

sesuai rencana, tidak terjadi penyimpangan waktu, dana, bahan prosedur
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dan faktor-faktor lain dalam usaha memperoleh hasil pekerjaan yang telah

ditetapkan.

Adapun keberhasilan manajemen dapat dilihat pada proses
kegiatannya dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Menurut Richard
L.Daft (2007:7) mengemukakan bahwa :

1. Perencanaan (Planning), Berarti menentukan tujuan untuk Kinerja
organisasi dimasa depan serta memutuskan tugas dan penggunaan
sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

2. Penggorganisasian (Organizing), Meliputi penentuan dan
pengelompokkan tugas ke dalam departeman, penentuan otoritas, serta
alokasi sumber daya diantara organisasi.

3. Kepemimpinan (Leading), Merupakan penggunaan pengaruh untuk
memberikan motivasi kepada karyawan untuk mencapai tujuan
organisasi.

4. Pengendalian (Controling), Berarti mengawasi aktivitas karyawan,
menentukan apakah organisasi dapat memenuhi target tujuannya, dan
melakukan koreksi bila diperlukan.

Menurut Bambang Wahyudi (2002:12) menyebutkan bahwa fungsi-
fungsi pokok dari ilmu manajemen dengan penerapan pada sumber daya
manusia organisasi seperti sebagai berikut :

1. Fungsi Perencanaan, Yaitu melaksanakan tugas dalam perncanaan
kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya

manusia.
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2. Fungsi Pengorganisasian, Yaitu menyusun suatu organisasi dengan
mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus
dikerjakan oleh tenaga kerja yang dipersiapkan.

3. Fungsi Pelaksanaan, Yaitu memberikan dorongan untk menciptakan
kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

4. Fungsi Pengendalian, Yaitu melakukan pengukuran-pengukuran antara
kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan.
Khususnya di bidang tenaga kerja. Disamping fungsi-fungsi pokok,
manajemen sumber daya manusia memiliki beberapa fungsi-fungsi
operasional.

Carison yang diterjemahkan oleh Jasin (2001:10) fungsi-fungsi
manajemen adalah:

Perencanaan

Penggorganisasian dan penempatan pegawai

Pengarahan dan kepemimpinan

Penggorganisasian
Pengendalian

aRrLON~

Rumusan lain mengenai fungsi-fungsi manajemen dapat
dikemukakan pendapat Swastha (1997:7) yaitu :

Perencanaan
Penggorganisasian
Penyusunan Staf
Memimpin
Pengawasan

aRrwON=

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan mengenai
manajemen , bila dikaitkan dengan berbagai macam peraturan perundang-
undangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri
Perkotaan khususnya yang menyangkut penerapan peraturan Keputusan

Menteri Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat nomor
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25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang pedoman umum PNPM Mandiri
dan surat dirfjen PMD Nomor 414.2/316/PMD tentang Petunjuk Teknis
Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan tahun 2008 dan Nomor
414.2/753/PMD tentang petunjuk teknis pencairan dana program dan
kegiatan tugas pembatuan dan urusan bersama PNPM Mandiri Perkotaan
tahun 2010. Dalam hal ini peraturan yang dimaksud dikategorikan sebagai
input yang kemudian ingin melihat realisasi (output) yang dihasilkan dari

pelaksanaan peraturan tersebut.

c. Unsur Manajemen

Menurut Moekijat (2000), mengemukakan bahwa unsur-unsur
manajemen pada dasarnya terdiri dari 6 M vyaitu : Manusia (men),
sarana/bahan  (materials), mesin  (machine), metode (methode),
pasar/masyarakat (market) dan dana (money). Unsur-unsur manajemen
adalah sebagai berikut :

1. Manusia (Men)

Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan.
Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses
untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab
pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja.

2. Uang (Money)

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang
merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan
dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena
itu uang merupakan alat (fools) yang penting untuk mencapai tujuan karena

segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan



22

berhubungan dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai
gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli serta berapa
hasil yang akan dicapai dari suatu organisasi.

3. Bahan (Materials)

Materi terdiri dari bahan setengah jadi (raw material) dan bahan jadi.
Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia
yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-
materi sebagai salah satu sarana. Sebab materi dan manusia tidak dapat
dipisahkan, tanpa materi tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki.

4. Mesin (Machines)

Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan
mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang
lebih besar serta menciptakan efesiensi kerja.

5. Metode (Methods)

Dalam pelaksanaan kerja diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata
cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode
dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas
dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran,
fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan
kegiatan usaha. Perlu diingat meskipun metode baik, sedangkan orang yang
melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman maka
hasilnya tidak akan memuaskan. Dengan demikian, peranan utama dalam
manajemen tetap manusianya sendiri.

6. Pasar (Market)
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Memasarkan produk sudah barang tentu sangat penting sebab bila
barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang akan
berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Oleh sebab itu,
penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor
menentukan dalam perusahaan. Agar pasar dapat dikuasai maka kualitas
dan harga barang harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli
(kemampuan) konsumen.

Unsur- unsur manajemen menjadi hal mutlak dalam manajemen
karena sebagai penentu arah perusahaan dalam melakukan kegiatan
perusahaan.

Sedangkan menurut makmur (2009:77) mengemukakan bahwa
unsur-unsur manajemen terdiri dari:

Unsur manusia dalam manajemen.

Unsur alat tukar dalam manajemen.

Unsur metode kerja dalam manajemen.
Unsur perlengkapan kerja dalam manajemen.

Unsur pemasaran dalam manajemen.
Unsur waktu dalam manajen.

O hwWN =

Dalam artian bahwa sumber daya manajemen sangatlah penting,
tetapi dalam prakteknya manusia menjadi sumber daya yang paling utama
baik dalam arti jumlahnya maupun dalam arti mutunya atau kualitasnya.
Sehinggah sangat logis bahwa terjadinya hambatan-hambatan atau
kesalahan-kesalahan yang dialami disebabkan oleh faktor sumber daya
manusia yang tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan.

Idealnya, bahwa sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam
berbagai bidang tugas dimana harus ditopang oleh pengetahuannya,
keterampilannya sikap mentalnya dan keutuhan kepribadiannya misalnya

loyalitas, kejujurannya dan semangat pengabadiannya terhadap tugas-tugas
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yang dipercayakan kepadanya. Dengan kata lain bahwa semakin baik kualitas
sumber daya manusia yang dimiliki maka akan berdampak baik pula pada
pencapaian program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan baik

individu, kelompok maupun organisasi.

2. Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen
fungsional dalam suatu perusahaan, yang mempelajari tentang penggunaan
dana, memperoleh dana dan pembagian hasil operasi perusahaan.
Manajemen keuangan dapat didefinisikan menurut Weston dan Copeland,
(1992:2) yang dikutip dari situs internet pada
http.://blog.ub.ac.id/angub/files/2012/05/manajemen-keuangan. pdf
“Dari tugas dan tanggung jawab manajer keuangan. Meskipun tugas
dan tanggung jawabnya berlainan di setiap perusahaan, tugas pokok
manajemen keuangan antara lain meliputi : keputusan tentang investasi,
pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian dividen suatu perusahaan.
Dengan demikian maka manajer keuangan intinya harus melakukan
tugas tugas utama fungsi yaitu: memperoleh dana dan menggunakan dana
tersebut. Untuk memperoleh dana, ia harus mengambil keputusan
pembelanjaan, yaitu mencari dana dari pasar modal, di samping itu, dana juga
dapat diperoleh dari hasil operasi perusahaan. Besar kecilnya dana ini
tergantung pada kebijakan dividen, vyaitu penentuan besar-kecilnya
keuntungan yang harus dibagi. Semakin banyak yang ditahan, semakin
banyak dana yang diperoleh dari dalam perusahaan. Untuk fungsi
menggunakan dana manajer keuangan harus mengambil keputusan investasi

yaitu penentuan untuk apa dana yang dimiliki oleh perusahaan akan

dipergunakan.
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Kegiatan penting lain yang harus dilakukan manajer keuangan
menyangkut tempat (4) aspek yaitu:

1. Pertama, yaitu dalam perencanaan dan peramalan, dimana manajer
keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut
bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan.

2. Kedua, manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai
keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan
dengannya.

3. Ketiga, manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain
di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin.

4. Keempat, menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal, manajer
keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana
dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat
diperdagangkan.

Dari ke empat aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas pokok
manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan
pembiayaannya. Dalam menjalankan fungsinya, tugas manajer keuangan
berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan dan berpengaruh
terhadap nilai perusahaan. Menurut Husnan (dalam Paniji Anoraga, 2000:245),
“‘Manajemen keuangan adalah manajemen terhadap fungsi-fungsi keuangan.
Fungsi keuangan merupakan kegiatan utama yang harus dilakukan oleh
mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu.” Manajer keuangan
mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap apa yang telah
dilakukannya. Ada pun keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab

manajer keuangan dikelompokkan ke dalam tiga (3) jenis sebagai berikut :
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1. Mengambil keputusan investasi (investment decision), menyangkut
masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekolompok kesempatan
yang ada, memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling
menguntungkan.

2. Mengambil keputusan pembelanjaan (financing decision), menyangkut
masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk
melakukan investasi, memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang
menimbulkan biaya paling murah.

3. Mengambil keputusan dividen (dividend decision), menyangkut masalah
penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai
dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran
dividen, pembagian saham dividen dan pembelian kembali saham.

Sedangkan Martono dan Agus Harjito (2007:4), mengemukakan
bahwa :

“‘Manajemen keuangan (Financial Management) adalah segala
aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh
dana, menggunakan dana dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan
secara menyeluruh.”

Dengan penjelasan diatas maka manajemen keuangan sering disebut
juga sebagai manajemen aliran dana. Sebab tidak lain adalah kalau
dipandang dari waktu ke waktu, akan ada dana yang masuk ke dalam
perusahaan dan yang keluar dari perusahaan. Dana ini berasal dari berbagai
sumber mereka yang memiliki perusahaan.

Manajemen keuangan merupakan manajemen (pengelolaan)

mengenai bagaimana memeperoleh aset, mendanai aset dan mengelola aset

untuk mencapai tujuan.
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Dari defenisi tersebut diatas fungsi utama dalam manajemen

keuangan menurut Martono dan Agus Harijito (2007:6) bahwa :

1.

a.

Keputusan investasi (/nvestment Decision), merupakan keputusan
terhadap aktiva apa yang akan dikelola oleh perusahaan.

Keputusan pendanaan (Financing Decision), biaya bunga untuk dana
yang berasal dari hutang dan dividen bagi dana yang berasal dari saham
atau modal sendiri.

Keputusan pengelolaan aset (Assets Management Decision), aset
diperoleh dengan pendanaan yang tepat, maka aset tersebut memerlukan

pengelolaan secara efesien.

Pengertian Keuangan

Pengertian keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan masalah

keuangan di dalam penganggaran dan pemeriksaan keuangan pengelolaan

pengendalian, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu

badan atau organisasi organisasi atau perusahaan. Berikut adalah penjelasan

singkat masing-masing fungsi manajemen keuangan adalah sebagai berikut:

a)

b)

d)

Perencanaan keuangan, membuat rencana pemasukan dan pengeluaraan
serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu.

Penganggaran keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan
dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan.

Pengelolaan keuangan, menggunakan dana perusahaan untuk
memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai macam cara.

Pencarian keuangan, mencari dan mengeksploitasi sumber dana yang

ada untuk operasional kegiatan perusahaan.
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e) Penyimpanan keuangan, mengumpulkan dana perusahaan serta
menyimpan dana tersebut dengan aman.

f) Pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas
keuangan dan sistem keuangan pada perusahaan.

g) Pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan
perusahaan yang ada agar tidak terjadi penyimpangan.

Adapun tujuan manajemen keuangan adanya manajer keuangan
untuk mengelola dana perusahaan pada suatu perusahaan secara umum
adalah untuk memaksimalisasi nilai perusahaan. Pengertian keuangan
menurut Pandji Anoraga, (2000 : 244) adalah :

“Studi tentang uang di dalam perusahaan, yang merupakan area
fungsi bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dana,
mengelolanya, dan menentukan alternativ penggunaan yang terbaik.
yang bertanggung jawab atas aktivitas ini adalah manajer keuangan”.

Adapun menurut Ridwan S. Sundjaja dan Inge Berlian (2002:34)
pengertian keuangan sebagai berikut :

“Keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang
mempengaruhi kehidupan setiap orang dan setiap organisasi. Keuangan
berhubungan dengan proses, lembaga, pasar, dan instrument yang telibat
dalam transfer uang diantara individu maupun antara bisnis dan
pemerintah”.

Dari pengertian keuangan yang telah dikemukakan diatas dapat
dijelaskan bahwa keuangan merupakan dana untuk dikelola baik pemerintah
maupun swasta dengan perencanaan anggaran dengan membuat detail
pengeluaran dan pemasukan maka keuangan dapat terakomodir dengan
didukung oleh seorang manajer keuangan.

b. Pengertian Dana Bergulir

Ketika mendirikan dana bergulir tujuan utama yang harus dipastikan

adalah kelompok-kelompok sasaran yang menjadi target dimana dana itu
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akan bekerja/bergulir, baik kelompok yang terbentuk secara sukarela atau
kelompok yang sengaja dibentuk (terorganisir). Dana bergulir adalah
pendanaan yang didirikan dengan tujuan untuk digulirkan/dipinjamkan kepada
peminjam yang sama lebih dari satu kali.

Menurut Stein dan Castillo (2005:56) :

“‘Dana bergulir didirikan untuk tujuan bahwa dana tersebut sebisa
mungkin dapat beroperasi secara mandiri, artinya bahwa dalam
operasinya didapatkan biaya atau nilai tambah melalui pemberlakuan
bunga, jasa, fee, dan lain sebagainya”.

Dana bergulir mengandung dua makna Suprapto (1999:23) yaitu:

a) Dana tersebut harus selalu berputar (tidak berhenti) dalam

aktivitas individu atau kelompok yang dapat memanfaatkan
melalui kegiatan yang bersifaf produktif .

b) Pengertian yang lebih luas dana tersebut harus selalu berputar
untuk dapat dimanfaatkan secara bergulir dari individu atau
kelompok yang lain.

Pada buku yang sama dikemukakan oleh Stein & Castillo (2005:56)
mengatakan bahwa prinsip utama dalam keberlangsungan dana bergulir
adalah :

“Disamping dana yang dikembalikan pasca pengguliran harus terjaga
nilai riilnya, dana yang digulirkan itu pun harus menghasilkan dana
tambahan sekalipun dalam nominal kecil dalam jangka menengah
ataupun panjang”.

Dengan demikian dana bergulir (revolving fund) dapat diartikan
sebagai dukungan dana yang proses pemanfaatannya dibatasi berdasarkan
kegunaan dan waktu dengan pola penggunaan secara bergulir dari penerima
bantuan pertama kepada penerima bantuan berikutnya, dengan terus
mengupayakan agar dana utama (modal awal) tidak mengalami penyusutan

(tetap) sementara dengan perguliran diharapkan akan mendapat

pertambahan secara nilai (modal berkembang).
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3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (empowerment) berasal dari Bahasa Inggris, power
diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Robert (1987:92),
pemberdayaan diartikan “Pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau
mengontrol”. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut
berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut
komunitasnya. Sementara Hulme dan Turner (1990:78) berpendapat bahwa
“Pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang
memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan
pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional’.
Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual dan kolektif.
Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan
kekuasaan kekuatan yang berubah antar individu, kelompok dan lembaga.
Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono1996:123), adalah : “Power
merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan power
dalam empowerment adalah daya sehingga empowerment dimaksudkan
sebagai kekuatan yang berasal dari bawah”. Dari uraian diatas menjelaskan
bahwa pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan
belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan
masyarakat dalam struktur kekuasaan. Keduanya harus ditempuh dan
menjadi sasaran dari upaya pemberdayaan. Sehingga perlu dikembangkan
pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan masyarakat.

Menurut Suharto (2006:98) pemberdayaan adalah : “Sebuah proses
dan tujuan pemberdayaan serangkaian kegiatan untuk memperkuat

kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama
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individu-individu yang mengalami kemiskinan”. Dari uraian diatas dijelaskan
bahwa pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai
oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki
kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti
memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata
pencaharaian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan
sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan
pemberdayaan. Menurut Friedman (1992:124) “Proses pemberdayaan dapat
dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok)”. Proses ini
merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan
antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka
kemampuan individu dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk
pemberdayaan yang paling efektif. Pembangunan di Indonesia yang
dijalankan dengan menggunakan pola sentralistik dalam memberdayakan
masyarakat dan menempatkan masyarakat sebagai pelaku dalam
pembangunan, dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya,
sehingga berkembanglah otonomi daerah di Indonesia yang dimulai sejak
tahun 1999. Hakikat otonomi menurut (Sumaryadi, 2005 :84) adalah :
“Meletakkan landasan pembangunan yang tumbuh dan berkembang
dari rakyat, diselenggarakan secara sadar dan mandiri oleh rakyat,
sehingga dalam program pembangunan masyarakat tidak lagi dianggap
sebagai objek dari pembangunan, tetapi menjadi subjek/pelaku dari
pembangunan”.

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa tujuan utama yang hendak

dicapai dari pembangunan adalah meningkatkan taraf hidup dan
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menciptakan masyarakat sejahtera secara fisik, mental maupun sosial,
namun pendekatan yang digunakan dalam pembangunan harus senantiasa
mengutamakan proses daripada hasil. Pendekatan proses lebih
memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia.
Dalam pandangan ini keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lebih
mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi.
Partisipasi masyarakat menurut (Soetomo, 2006) adalah :

“‘Masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen
program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat
dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat
merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggungjawab
bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi
pada tahap tahap berikutnya”.

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat
dalam pembangunan bisa didapatkan ketika masyarakat tersebut telah
mampu membawa dirinya atau memiliki daya untuk ikut terlibat dalam
pembangunan, sehingga konsep pembangunan partisipatif harus juga
dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat dimana masyarakat dilibatkan
dalam aspek-aspek tertentu. Namun untuk menuju kepada usaha
pembangunan partisipatif yang sebenarnya, dimana masyarakat diharapkan
mampu untuk mengembangkan komunitasnya menuju ke arah kemajuan,
maka pemberdayaan masyarakat menjadi satu hal yang harus dilaksanakan.

Pembangunan partisipatif juga mempertemukan pendekatan dari atas
(fop-down), dimana keputusan-keputusan dirumuskan dari atas dan
pendekatan dari bawah (bottom-up), yang menekankan keputusan di tangan
masyarakat yang kedua-duanya memiliki kelemahan masing masing. Dalam

pembangunan partisipatif keputusan merupakan kesepakatan antar pelaku

yang terlibat. Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual
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maupun  kolektif ~ (kelompok).  Menurut Kartasasmita  (1995:139)

mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan

melalui tiga cara :

1.

Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk
berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat
memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga
pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan
mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan
potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan
langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan
sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial
(sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses
masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang
akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga
pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.

Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses
pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah
lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu,
perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar
sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela
harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang

tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.
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4. PNPM Mandiri

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) yang
terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan, sebagai
Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat. PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan melalui harmonisasi dan
pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan
pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan
inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang
berkelanjutan.

Menurut Pedoman Umum PNPM Mandiri (2007:14), adalah “Gerakan
nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan
pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis
pemberdayaan “.

Adapun tujuannya menurut Pedoman Umum PNPM Mandiri (2007:15)
tujuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat yaitu:

“Meningkatnya kapasitas Pemerintah dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan,
program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro
poor)”. Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten
dan dinamis serta berkelanjutan”.

Pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan

program PNPM Mandiri dengan memperhatikan strategi, prinsip dasar dan
pendekatan yaitu:

1. Menurut PNPM Mandiri (2007:17) strategi PNPM Mandiri terdiri atas:

1) Strategi Dasar



2)

a)

b)
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Mengidentifikasi upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirian masyarakat.

Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak
untuk bersama-sama mewujudkan keberdayaan dan kemadirian
masyarakat.

Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan
sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan

partisipatif.

Strategi Operasional

a)

b)

d)

Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki
masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta,
asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat,
organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara
sinergis.

Menguatkan peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola
program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya,
mengakar, dan akuntabel.

Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan
pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.

Meningkatkan kemampuan pembelajaran dimasyarakat dalam
memahami kebutuhan dan potensi serta memecahkan berbagai
masalah yang dihadapinya.

Menerapkan konsep penbangunan partisipatif secara konsisten

dan dinamis serta berkelanjutan.
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2. Menurut PNPM Mandiri (2007:18) menekankan prinsip-prinsip dasar

sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Bertumpu Pada Pembangunan Manusia

Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan
harkat dan martabat manusia seutuhnya.

Otonomi

Dalam pelasanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan
secara mandiri untuk berpartisipasi dan mengelola kegiatan
pembangunan secara swakelola.

Desentralisasi

Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan
kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat
sesuai dengan kepastiannya.

Berorientasi pada Masyarakat Miskin

Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan
kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang
beruntung.

Partisipasi

Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan
keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan
pembangunan.

Kestaraan dan Keadilan Gender

Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya
disetiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil

manfaat kegiatan pembangunan.
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7) Demokratis
Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara
musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada
kepentingan masyarakat miskin.

8) Transparansi dan Akuntabel
Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala
informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan
kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan
dipertanggunggugatkan secara moral, teknis, legal maupun
admistratif.

9) Prioritas
Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan
kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendaya gunakan
secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.

10) Kolaborasi
Semua pihal yang berkepentingan dalam penanggulangan
kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar
pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

11) Keberlanjutan
Setiap  pengambilan keputusan  harus  mempertimbangkan
kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat
ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian
lingkungan.

12) Sederhana
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Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM
Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah

dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

3. Menurut PNPM Mandiri Perkotaan (2007:20) dengan pendekatan sebagai

berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Menggunakan kecamatan sebagai fokus program  untuk
mengharmonisasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian
program.

Memposisikan masyarakat sebagai penentu/pengambil kebijakan dan
pelaku utama pembangunan pada tingkat lokal.

Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses
pembangunan partisipatif.

Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai
dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis.

Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran,

kemandirian, dan keberlanjutan.

4. Sumber dana ketentuan alokasi dana bantuan langsung masyarakat BLM

dari PNPM Mandiri Perkotaan berasal dari :

1) Anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)

2) Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)

3) Swadaya Masyarakat

4) Partisipasi dunia usaha

Ketentuan tentang alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan adalah

sebagai berikut :
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Berdasarkan penetapan lokasi di Kelurahan, Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan
(Depkeu) menerbitkan Dokumen Anggaran yang berlaku sebagai
surat keputusan.

Alokasi dana PNPM Mandiri Perkotaan dicatat pada daftar
pembukuan administrasi APBD Kota Makassar. Pengalokasian dana
bantuan langsung masyarakat BLM pada PNPM Mandiri Perkotaan
di Kota Makassar dilakukan berdasarkan nota kesepahaman,
dimana didalammnya memuat porsi anggaran APBN sebesar 80%
sedangkan porsi anggaran ABPD atau dana pendamping sebesar

20%.

5. Jenis kegiatan yang dilarang yang tidak boleh didanai oleh PNPM Mandiri

Perkotaan sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau
angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/partai politik.
Pembangunan/rehabilitas bangunan kantor pemerintah tempat
ibadah.

Pembelian senjata, bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang
merusak lingkungan.

Pembelian kapal ikan yang berbobot diatas 10 ton dan pelengkapnya.
Pembiayaan gaji pegawai negeri.

Pembiyaan kegiatan yang memperkerjakan anak-anak dibawah usia
kerja.

Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan atau

penjualan barang-barang yang mengandung tembakau.



40

8) Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan
sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang
mengelola lokasi tersebut.

9) Kegiatan pengelolaan tambang atau pengambilan dan penggunaan
terumbu karang

10) Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai
yang mengalir dari atau menuju Negara lain.

11) Kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai.

12) Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luas lebih 50
hekter (Ha).

13) Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 hekter
(Ha).

14) Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan
kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.

6. Sanksi
Sanksi adalah salah satu bentuk pemberlakuan kondisi dikarenakan
adanya pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan
didalam PNPM Mandiri Perkotaan. Sanksi bertujuan untuk menumbuhkan
rasa tanggung jawab berbagai pihak terkait dalam pengelolaan kegiatan
PNPM Mandiri Perkotaan. Sanksi dapat berupa :
a) Sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan
dalam musyawarah masyarakat. Yaitu tidak ada pemberian pinjaman
dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan selanjutnya apabila tidak

mengembalikan dana tersebut.
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b) Sanksi program, adalah pemberhentian bantuan apabila Kelurahan yang
bersangkutan tidak dapat mengelola PNPM Mandiri Perkotaan dengan
baik, seperti : menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau
wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau
hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kelurahan tersebut akan
dimasukkan sebagai Kelurahan bermasalah sehingga dapat ditunda
pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk
tahun berikutnya.

7. Alur Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2010
tentang Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perkotaan adalah
sebagai acuan dalam pelaksanaan teknis operasional dilapangan yang berisi
tentang kebijakan program dan proses pelaksanaan PNPM Mandiri

Perkotaan. Disamping itu mekanisme yang diatur didalamnya adalah

mengenai alur kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan meliputi tahap

perencanaan, penggorganisasiaan, pelaksanaan dan pengawasan. Sebelum
tahap perencanaan, hal yang penting yang harus dilakukan adalah
melakukan orientasi atau pengenalan kondisi yang ada diwilayah Kelurahan.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya :

1) Perencanaan Kegiatan

Ketetapan dalam merealisasikan seluruh kegiatan, termasuk
kesesuaian capaian hasil-hasilnya, sangat dipengaruhi oleh tingkat akurasi
perencanaan yang disusun. Olehnya, diperlukan suatu mekanisme yang logis
dan akuntabel dalam optimalisasi perencanaan PNPM Mandiri Perkotaaan.

Kerangka kerja yang sudah ada akan menjadi acuan seluruh pihak dalam
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mengoperasionalkan seluruh kegiatan yang telah disusun dan sepakati.
Sehingga diperlukan konsistensi dari berbagai pihak untuk dapat mematuhi
seluruh koridor yang ditetapkan, dengan konsekkuensi setiap ada perubahan
atau penyempurnaan terhadap kerangka kerja ini perlu dikomunikasikan dan
dibahas dalam forum pertemuan yang bersifat nasional. Perencanaan
kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi, tahap persiapan dan
sosialisasi awal dimulai dari musyawarah atau rembug warga dengan
penggalian gagasan sampai perencanaan penetapan usulan kepada
Kelompok Swadaya Masyarakat. Selengkapnya diuraikan sebagai berikut :

a) Musyawarah/sosialisasi

Masyarakat Kelurahan mengadakan rapat musyawarah (rembug
warga) untuk sosialisasi tentang tujuan, prinsip, kebijakan, prosedur maupun
hal-hal lain yang berkaitan dengan PNPM Mandiri Perkotaan serta
menentukan kesepakatan-kesepakatan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri
Perkotaan. Rapat musyawarah juga dihadiri oleh Lurah dan staf terkait
maupun terbuka untuk anggota masyarakat lainnya. Sebagai narasumber
dalam pertemuan rapat musyawarah sosialisasi adalah : Ketua LKM Kemas,
Koordinator PNPM Mandiri Perkotaan (PJOK), UPK dan Lurah Maricaya
Selatan.

b) Penggalian gagasan

Penggalian gagasan adalah proses untuk menemu kenali gagasan
atau kebutuhan masyarakat dalam wupaya mengatasi permasalahan
kemiskinan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang ada
dimasyarakat. Musyawarah penggalian gagasan adalah pertemuan

kelompok-kelompok KSM untuk menemukan gagasan sesuai kebutuhan
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masyarakat terutama rumah tangga miskin RTM. Rapat musyawarah
merupakan pertemuan masyarakat Kelurahan yang bertujuan untuk
membahas seluruh kegiatan, hasil dari proses penggalian gagasan di
kelompok-kelompok KSM.

c) Verifikasi usulan

Verifikasi usulan merupakan tahap kegiatan yang bertujuan untuk
memeriksa dan menilai kelayakan usulan kegiatan dari setiap KSM untuk
mendapatkan dana bergulir. Verifikasi usulan kegiatan dilakukan oleh
anggota LKM Kemas.

d) Penulisan usulan

Penulisan usulan merupakan kegiatan untuk menguraikan secara
tertulis gagasan-gagasan kegiatan masyarakat yang sudah disetujui sebagai
usulan mendapatkan dana bergulir. Maka dibuatkanlah surat ketetapan
pengusulan kelompok-kelompok penerima BLM dari Ketua LKM Kemas
sebagai dasar pelaksanaan dari progam PNPM Mandiri Perkotaan
2) Penggorganisasian Kegiatan

Penggorganisasian dibentuk berdasarkan hasil keputusan dari forum
musyawarah (rembug warga). Pembentukan penggorganisasian LKM Kemas
dilakukan secara demokratis di Balai Kelurahan Maricaya selatan yang
dihadiri antara lain Tim Koordinator PNPM Mandiri selaku Penaggung Jawab
Operasional Kecamatan, Lurah Maricaya Selatan, Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat. Dalam proses pemilihan tersebut memilih Ketua, Seketaris,
UPK, UPL,UPS. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) di bentuk untuk
kepentingan operasional PNPM Mandiri Perkotaan dan dipilih oleh

masyarakat melalui forum  musyawarah, selanjutnya dipercaya
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mengendalikan pengelolaan dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dan
secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dana bergulir program PNPM
Mandiri Perkotaan dimanfaatkan oleh masyarakat miskin untuk perkuatan
modal usaha agar dapat mendorong peningkatan perekonomian.
3) Pelaksanaan Kegiatan
Untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu
pada prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri Perkotaan, maka perlu adanya
persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan
ini lebih ditujukan kepada penyiapan sumber daya manusia, termasuk
masyarakat, LKM, UPK untuk mendapatkan pelatihan terlebih dahulu
sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perkotaan.
Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah
disepakati dalam rapat musyawarah (rembug warga) penetapan usulan
pemberian dana bergulir pada KSM menjadikan dasar pelaksanaan pada
LKM Kemas. Dalam pelaksanaan kegiatan ini perhatikan hal-hal sebagai
berikut :
a) Masyarakat merupakan pemilik kegiatan, sehingga keputusan
pelaksanaan dan tanggung jawab ada pada masyarakat.
b) Masyarakat Kelurahan mendapatkan prioritas untuk turut bekerja
dalam pelaksanaan kegiatan, terutama bagi RTM.
c) Penggunaan dana bergulir sesuai dengan rencana dan kegiatan
agar mencapai hasil yang memuaskan serta selesai tepat waktu.
4) Pengawasan Kegiatan
Pengawasan dan pemantauan adalah kegiatan pengumpulan

informasi dan mengamati perkembangan pelaksanaan suatu kegiatan yang
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dilakukan secara periodik untuk memastikan apakah kegiatan tersebut sudah
dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Tujuan pengawasan dan pemantauan juga memastikan pelaksanaan
kegiatan sesuai prinsip dan prosedur PNPM Mandiri Perkotaan, melihat
kinerja semua pelaku LKM Kemas serta melakukan identifikasi dan
mengantisipasi timbulnya permasalahan.

Pengawasan dan pemantauan adalah proses yang terus menerus
dilakukan sepanjang tahapan PNPM Mandiri Perkotaan perencanaan,
penggorganisasian, pelaksanaan. Hasil dari kegiatan pengawasan digunakan
untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan terhadap perencanaan. Hasil
pemantaun ini menjadi masukan untuk evaluasi terhadap pelaksanaan
program maupun kunjungan silatuhrahmi kepada KSM.

Masyarakat adalah pemilik proses dari suatu kegiatan program PNPM
Mandiri Perkotaan dan mereka bertanggung jawab untuk memantau dan
mengawasi proses kegiatan dana bergulir. Masyarakat diberi kesempatan
untuk memilih dan membentuk kelompok/tim khusus yang akan melakukan
pengawasan dan pemantauan melalui rapat musyawarah pada LKM Kemas.
Semua anggota kelompok berasal dari masyarakat setempat dan bekerja
secara sukarela demi kepentingan masyarakat. Diharapkan anggota tim ini
terdiri dari warga setempat serta merupakan tokoh agama/adat. Mereka
mewakili masyarakat untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri

Perkotaan pada LKM Kemas.

a) Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM)
Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dilaksanakan melalui suatu

lembaga kepemimpinan masyarakat yang mengakar, representatif dan
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dipercaya disebut Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), yang dibentuk
melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur
kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial
(social capital) kehidupan masyarakat.

LKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin
dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi
motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh
masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan
kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program,
pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan. LKM bersama
masyarakat bertugas menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program
Penanggulangan Kemiskinan (yang kemudian lebih dikenal sebagai PJM
Pronangkis) secara partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat untuk
menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi
pemerintah dan prakarsa masyarakat, LKM mulai menjalin kemitraan dengan
berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat. LKM memiliki
unit pelaksana di bawahnya, yaitu Unit Pelaksana Sosial, Unit Pelaksana
Lingkungan dan Unit Pelaksana Keuangan. Unit-unit pelaksana ini berada di
bawah LKM dan bertanggung jawab kepada LKM.

LKM juga bertanggungjawab untuk menjamin keterlibatan semua
lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif
untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan
kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada
umumnya. Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) adalah pimpinan

kolektif masyarakat warga di tingkat kelurahan/desa sebagai wadah sinergi
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masyarakat untuk menggalang kekuatan dan potensi sumber daya dalam
upaya penanggulangan masalah kemiskinan diwilayahnya. Lembaga
Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang dikembangkan dalam PNPM Mandiri
Perkotaan untuk mewujudkan kelembagaan terpadu di perkotaan yang
mendukung terciptanya pemerintahan kelurahan yang responsitif yang
dibangun dari, oleh, untuk dan sesuai kebutuhan masyarakat dipercaya untuk
mengelola dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berupa dana bergulir
PNPM Mandiri Perkotaan secara partisipatif, transparan dan akuntabel serta

menerapakan pendekatan tradisi dan budaya masyarakat.

b) Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)

Lembaga-lembaga partisipatif lainnya yaitu Kelompok Swadaya
Masyarakat (KSM), yang dibentuk di tingkat komunitas atau masyarakat
untuk melakukan agenda kegiatan secara langsung. KSM ini dapat dibentuk
oleh siapa saja atau kelompok masyarakat apabila diperlukan untuk
melaksanakan suatu kegiatan tertentu yang dianggap perlu bagi
pembangunan dalam komunitas tersebut.

KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim
fasilitator terdiri dari warga Kelurahan yang memiliki ikatan kebersamaan
(common bond) dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. KSM ini
bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai
pelaksana kegiatan terkait dengan penangulangan kemiskinan yang
diusulkan untuk didanai oleh LKM melalui berbagai dana yang mampu
digalang. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) sekumpulan warga di
kelurahan sasaran yang memenuhi kriteria sebagai warga miskin yang

ditetapkan masyarakat sendiri, dimana mereka mempunyai minat serta tujuan



48

untuk mengatasi berbagai persoalan yang sama, baik yang menyangkut
rumah dan lingkungan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, atau
persoalan sosial yang lain maupun pengembangan usaha atau modal bagi
para anggota dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dapat dibangun atas dasar
berbagai ikatan pemersatu antara lain sebagai kesamaan tujuan, kesamaan
kegiatan/usaha, kesamaan domisili, niat pembelajaran yang sama, yang
pada dasarnya mengarah kepada efisiensi, efektivitas serta mendorong
tumbuh dan berkembangnya kapital sosial. Dengan demikian maka
keanggotaan Kelompok Swadaya Masyarakat pada dasarnya adalah bersifat
sukarela yang didorong oleh adanya ikatan pemersatu. Pembentukan
Kelompok Swadaya Masayarakat (KSM) berlangsung berkelanjutan sesuai
dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil pemetaan swadaya dan
perencanaan partisipatif. Proses pembentukan Kelompok Swadaya
Masayarakat (KSM) ini difasilitasi oleh Lembaga Kesawadyaan Masyarakat

(LKM) dan kader-kader masyarakat.

c) Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

Menurut Pedoman Umum PNPM Mandiri Dana Bantuan Langsung
Masyarakat (BLM) ini adalah “Dana publik yang disalurkan kepada seluruh
warga kelurahan dengan peruntukan/ diprioritaskan kepada warga miskin”.
Penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) seperti :Seluruh
proses dan prosedur administrasi penyaluran dana PNPM Mandiri Perkotaan
dari pemerintah ke masyarakat melalui Lembaga Keswadayaan Masayarakat
(LKM) maupun dari UPK (Unit Pengelola Keuangan) ke Kelompok Swadaya

Masayarakat (KSM). Dalam penyaluran dana Bantuan Langsung Masyarakat
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(BLM), Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) didampingi oleh masing-
masing fasilitator Kelurahan agar dana dapat disalurkan secara tepat sasaran
serta dimanfaatkan sesuai usulan kegiatan yang disetujui Lembaga
Keswadayaan Masayarakat (LKM). Dana Bantuan Langsung Masyarakat
(BLM) bersifat stimulan bagi masyarakat untuk mencoba melaksanakan apa
yang sudah masyarakat rencanakan melalui Renta (Rencana Tahunan) dan
Program Jangka Menengah (PJM) dalam Program Penanggulangan
Kemiskinan dengan lebih memprioritaskan kepentingan bersama dan
keberpihakan pada masyarakat miskin. Untuk itu penggunaan dana Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) lebih diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan

kolektif dan menyentuh langsung masyarakat miskin.

d) Penyaluran dana bergulir

Berkaitan dengan pelaksanaan penyaluran dana bergulir dalam
Program PNPM Mandiri Perkotaan harus diposisikan sebagai suatu proses
pembelajaran masyarakat, terutama masyarakat miskin. Hal ini berarti bahwa
pada satu sisi masyarakat diajak untuk mengenal dan belajar tentang prinsip-
prinsip pengelolaan dana pinjaman bergulir, sehingga pinjaman tersebut
benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan produktif melalui penciptaan
peluang usaha dan kesempatan kerja serta pengembangan usaha-usaha
kecil yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

Penyaluran pinjaman bergulir tidak boleh menutup peluang atau
kesempatan bagi masyarakat miskin untuk memanfaatkan akses LKM
dengan penerapan sasaran, pendekatan, prinsip dan strategi menurut Modul

PNPM Mandiri (2007:6) yaitu:
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1) Sasaran utama pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir adalah rumah

2)

3)

tangga miskin (berpendapatan rendah) di wilayah kelurahan LKM/UPK
berada, khususnya masyarakat miskin yang sudah diidentifikasi dalam
daftar masyarakat miskin.

Pendekatan yang digunakan adalah dengan mengarahkan kegiatan
pinjaman bergulir sebagai akses pinjaman masyarakat miskin yang saat
ini belum mempunyai akses pinjaman ke lembaga keuangan lain melalui
kegiatan pinjaman bergulir dilaksanakan ditingkat kelurahan, dikelola
secara profesional untuk menjaga keberlangsungan akses pinjaman bagi
masyarakat miskin.

Prinsip-prinsip dasar dalam pemberian pinjaman bergulir yang perlu
mendapat perhatian dari LKM / UPK antara lain adalah pengelolaan
pinjaman bergulir berorientasi kepada proses pembelajaran untuk
penciptaan peluang usaha dan kesempatan kerja, peningkatan

pendapatan masyarakat miskin, serta kegiatan-kegiatan produktif lainnya.

4) Strategi pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir dalam PNPM

Mandiri Perkotaan dilakukan dengan di masing-masing tataran antara lain
memprioritaskan pada meningkatkan kemampuan institusi yang sudah
ada berkelanjutan, daripada memperbanyak institusi ke seluruh
Kelurahan.

Mengingat pentingnya proses penyaluran dana bergulir dalam

Program PNPM Mandiri Perkotaan, maka perlu mekanisme yang diatur

didalamnya mengenai alur kegiatan dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan

meliputi tahap :
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1. Tahap Perencanaan/Pengusulan :

Dalam tahap ini kegiatan dilakukan oleh KSM didampingi oleh petugas

LKM, UPK, relawan atau fasilitator. Kegiatan yang dilakukan adalah :

1) Masing-masing anggota KSM dapat dibantu oleh Pengurus LKM,
UPK, relawan atau Fasilitator mengisi blanko pengajuan pinjaman
Anggota KSM dan menandatanganinya bersama suami/isteri.
Selanjutnya blanko tersebut diserahkan kepada ketua KSM.

2) Ketua KSM memeriksa kelengkapan dan kebenaran pengisian blanko
pengajuan pinjaman Anggota KSM dan menandatangani pada kolom
mengetahui Ketua KSM. Kemudian membuat blanko permohonan dan
keputusan pemberian pinjaman, dilampiri :

a) Berita acara pembentukan KSM

b) Surat pernyataan siap Tanggung Renteng

c) Fotocopy KTP masing-masing anggota KSM

d) Blanko pengajuan pinjaman Anggota KSM yang sudah diisi
e) Surat kuasa

3) Pengurus KSM menyerahkan blanko permohonan dan keputusan
pemberian pinjaman beserta lampirannya kepada petugas LKM.

2. Tahap Pemeriksaan Pinjaman:

1) Petugas UPK menerima dan memeriksa kelengkapan dan kebenaran
pengisian blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman
beserta lampirannya yang diterima dari Ketua KSM.

a) Blanko permohonan dan keputusan pemberian pinjaman apakah

sudah diisi dengan lengkap dan benar.
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b) Fotocopy berita acara pembentukan KSM dan surat pernyataan
siap tanggung renteng.

c) Blanko pengajuan pinjaman Anggota KSM apakah sudah diisi
dengan lengkap dan benar.

d) Fotocopy KTP masing-masing calon peminjam apakah sudah ada,
masih berlaku dan penduduk setempat.

Apabila semuanya sudah terisi dengan lengkap dan benar,
petugas LKM kemudian menjelaskan ketentuan pinjaman dana bergulir
kepada KSM dan anggotanya. Penjelasan menyangkut hal-hal mengenai (a)
skim pinjaman bergulir; (b) Pinjaman bergulir adalah hutang , yang waijib
dibayar kembali, bukan hibah; (c) kewajiban tanggung renteng. Hanya
peminjam yang pengembaliannya lancar yang akan mendapat fasilitas
pinjaman berikutnya.

2) Petugas pinjaman LKM/UPK selanjutnya melakukan pemeriksaan
lapangan dan membuat analisis atas permohonan pinjaman tersebut.
Pemeriksaan lapangan ditujukan untuk mengetahui kelayakan
anggota KSM (miskin/tidak ; punya usahaltidak) serta untuk
memperoleh informasi dasar guna menganalisis kemauan dan
kemampuan calon peminjam dalam mengembalikan pinjaman. Hal-
hal yang harus dilakukan petugas pinjaman LKM/UPK dalam rangka
analisis pinjaman :

a) Memeriksa kelayakan KSM dan anggotanya dengan
mencocokkan dokumen, daftar dan berita acara pembentukan

KSM.



53

b) Mencari informasi dan melakukan analisis pinjaman masing-
masing anggota KSM berdasarkan 5 C (character, condition,
capacity, capital dan collateral) :

Character : karakter atau watak calon peminjam dengan meminta
informasi kepada tetangga dan aparat kelurahan setempat.
Condition : kondisi usaha calon peminjam, apakah baru akan
berdiri, atau sudah berjalan. Bertentangan dengan UU, kesopanan
dan kesusilaan atau tidak. Pesaingnya cukup kuat atau tidak.
Kemungkinan kedepannya mampu bersaing atau tidak. Dengan
demikian bisa dilihat kemungkinan kelanjutan usaha tersebut.
Capacity : Kemampuan usaha dalam memperoleh laba.
Bagaimana penjualannya, berapa harga pokoknya. Berapa laba
/keuntungan yang diperoleh dalam satu siklus usaha. Berapa
biaya hidup keluarga. Berapa keuntungan bersih. Berapa %
rencana peningkatan usahanya

Capital : Berapa modal yang dimiliki, berapa hutang yang
ditanggung. Berapa modal bersih yang ada dalam usaha.
Collateral : Barang apa yang dijadikan agunan pinjaman. Berapa
nilai jual barang tersebut? Mudah dijual atau tidak. Apa bukti
kepemilikannya.

3) Hasil pemeriksaan dicatat dalam lembar analisis pinjaman. Apabila
karakter, kondisi usaha, permodalan dan tanggung renteng tidak
bermasalah, petugas pinjaman LKM/UPK kemudian membuat
perhitungan perkiraan kemampuan membayar kembali sebagai dasar

menentukan besar pinjaman, jangka waktu dan jadwal angsuran.
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3. Tahap Putusan (Persetujuan/Penolakan) Pinjaman:

1)

2)

3)

4)

5)

Ketua LKM kemudian meneliti pengajuan pinjaman KSM beserta

usulan putusan dari petugas UPK. Hal-hal yang perlu diperhatikan

antara lain :

a) Kelayakan KSM sebagai sasaran PNPM Mandiri Perkotaan dan
sebagai calon peminjam

b) Hasil analisis petugas UPK terhadap usaha anggota KSM

¢) Usulan putusan dari petugas UPK.

Apabila berdasar hasil penelitian tidak terdapat masalah Ketua LKM

memberikan persetujuan atas usulan petugas UPK dan

menandatangani dalam kolom tanda tangan persetujuannya.

Apabila berdasar hasil penelitian terdapat masalah/keraguan

(misalnya omzet, biaya, pendapatan tidak wajar), Ketua LKM

memeriksa ulang pada hal-hal yang diragukan. Berdasarkan hasil

pemeriksaan ulang, Ketua LKM memutuskan persetujuan atau

penolakan.

Apabila berdasar hasil penelitian ternyata dinilai tidak layak untuk

diberikan pinjaman, Ketua LKM memutuskan untuk menolak

pemberian pinjaman.

Berkas permohonan pinjaman yang telah diputus kemudian

diserahkan kembali kepada petugas LKM untuk diselesaikan lebih

lanjut.

4. Tahap Realisasi/Pencairan Pinjaman

1)

Setelah menerima berkas pinjaman yang telah diputus Ketua LKM,

petugas UPK memberitahu KSM tentang putusan tersebut. Jika



2)

3)

4)

5)

6)
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ditolak, KSM diberitahu disertai alasan penolakannya. Jika disetujui,
KSM diberitahu mengenai ketentuan perjanjian pinjaman dan
angsurannya.

Jika KSM telah memahami dan menyetujui ketentuan perjanjian
pinjaman dan angsuran tersebut, maka LKM menyiapkan dokumen
realisasi pinjaman:

a) Surat perjanjian pinjaman meterai Rp 6.000,- (1 set)

b) Bukti kas keluar LKM sebagai tanda penerimaan uang

¢) Kartu pinjaman KSM

Setelah KSM beserta anggotanya memahami semua ketentuan
pinjaman yang akan diterimanya, KSM dan anggotanya diminta
menandatangani dokumen surat perjanjian pinjaman dan bukti kas
keluar LKM.

Petugas UPK menyerahkan berkas yang telah ditandatangani KSM
beserta anggotanya tersebut kepada Ketua LKM untuk meminta
persetujuan realisasi.

Ketua LKM meneliti pengisian surat perjanjian pinjaman beserta
lampirannya dan bukti kas keluar. Keduanya dicocokkan, selanjutnya
memberikan persetujuan dengan menanda tangani pada kolom tanda
tangan di Bukti Kas Keluar dan menyerahkan berkas tersebut kepada
pembuku.

Pembuku memeriksa pengisian surat perjanjian pinjaman dan bukti
kas keluar LKM . Apabila tidak terdapat masalah, dicatat dalam buku

kas harian, catatan uang keluar, kartu pinjaman KSM, register sisa



7)

8)

a)
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pijaman dan menyerahkan bukti kas keluar kepada bendahara untuk
dibayar. Berkas pinjaman lainnya diadministrasikan.

Bendahara memanggil KSM beserta anggotanya, menjelaskan
kembali besar pinjaman dan syarat-syarat pinjaman lainnya termasuk
jasa, jangka waktu, angsuran dan tanggung renteng. Setelah KSM
memahami penjelasan, bendahara meminta KSM menandatangani
bagian belakang bukti kas keluar sebagai tanda penerimaan uang.
Kemudian bendahara membubuhkan tanda tangan pada kolom kasir
di bukti kas keluar dan menyerahkan uang pinjaman kepada KSM
beserta duplikat bukti kas keluar.

Petugas UPK meneliti kelengkapan isi berkas pinjaman (Copy Bukti
Kas Keluar, Surat Perjanjian Pinjaman, blanko Putusan Ketua LKM,
blanko Pemeriksaan analisis dan Permohonan Pinjaman; Pengajuan
Pinjaman anggota KSM, copy KTP dan BA pembentukan KSM serta
surat pernyataan siap Tanggung Renteng), kemudian menyimpan

secara berurutan berdasarkan nomor rekening pinjaman.

5. Tahap Pengawasan Pinjaman

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan penggunaan pinjaman

dan untuk mengingatkan peminjam akan kewajibannya dalam melakukan
pembayaran pinjaman, maka Petugas LKM/UPK perlu melakukan pembinaan
kepada peminjam. Bentuk pembinaan dilakukan dengan melakukan
kunjungan dan silaturahmi menjaga hubungan baik kepada peminjam 1 bulan
setelah realisasi pinjaman :

1) Kunjungan ketempat usaha peminjam, dengan tujuan :

Melihat kondisi usaha masih berjalan atau tidak
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b) Melihat perkembangan usaha peminjam, makin berkembang atau
makin menurun

c) Melihat tujuan pinjaman digunakan sesuai dengan permohonan atau
menyimpang

d) Membantu mencarikan jalan keluar apabila terjadi masalah dengan
usaha peminjam

2) Kunjungan ke rumah peminjam, dengan tujuan :

a) Melihat kepastian domisili peminjam

b) Melihat keadaan kesejahteraan peminjam

¢) Membantu mencarikan jalan keluar kepada peminjam apabila terjadi
masalah dengan kesejahteraan peminjam yang akan mempengaruhi
kelancaran angsuran pinjamannya.

Dengan kunjungan silaturahmi dan pembinaan kepada peminjam di
bulan pertama setelah realisasi, maka akan lebih awal terdeteksi apabila
terjadi penyimpangan dalam penggunaan pinjaman, atau apabila terdapat
masalah pada peminjam.

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan agar
tepat sasaran, efektif, dan efesien serta berkelanjutan. Adapun tujuan
pinjaman dana bergulir yaitu menyediakan akses layanan keuangan kepada
rumah tangga miskin dengan pinjaman mikro berbasis pasar untuk
memperbaiki kondisi ekonomi mereka dan sebagai proses pembelajaran
dalam rangka mengelola pinjaman dan menggunakannya secara benar,
sehingga diharapkan dapat tumbuh kepercayaan dari pihak lain untuk dapat
mengakses ke lembaga keuangan formal. PNPM Mandiri Perkotaan dijadikan

momen untuk tahap konsolidasi kegiatan keuangan mikro. Oleh sebab itu,
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dalam tahap ini perlu diciptakan LKM yang kuat, sehat dan secara

operasional.

. Model Berpikir

Berdasarkan prinsip manajemen dan alur kegiatan dana bergulir
PNPM Mandiri Perkotaan yang ada bahwa dalam mencapai tujuan organisasi
secara baik perlu melakukan langkah-langkah perencanaan, organisasi,
pelaksanaan maupun pengawasan dari Lembaga Keswadayaan Masyarakat
LKM Kemas. Dalam konteks tersebut dikemukakan model berpikir sebagai
berikut :

Pertama, bahwa fungsi perencanaan dalam pengelolaan dana
bergulir PNPM Mandiri Perkotaan akan lebih efektif apabila suatu
perencanaan terkelola dengan baik dan benar. Dimana masyarakat
diposisikan sebagai subyek dalam menentukan arah dan adanya keterlibatan
langsung dari masyarakat dalam proses perumusan perencanaan program
PNPM Mandiri Perkotaan.

Kedua, bahwa fungsi penggorganisasian Lembaga Keswadayaan
Masyarakat dalam pengelolaan dana bergulir di bentuk untuk kepentingan
operasional PNPM Mandiri Perkotaan dan dipilih oleh masyarakat melalui
forum musyawarah, selanjutnya dipercaya mengendalikan pengelolaan dana
bergulir PNPM Mandiri Perkotaan dan secara partisipatif, transparan, dan
akuntabel.

Ketiga, bahwa fungsi pelaksanaan dalam pengelolaan dana bergulir
PNPM Mandiri Perkotaan menjadi hal penting untuk menjamin kualitas

kegiatan dapat berjalan lancar efektif dan efesien.



Keempat,

bahwa fungsi
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pengawasan dalam pengelolaan dana

bergulir PNPM Mandiri Perkotaan merupakan serangkaian kegiatan untuk

mencegah terjadinya penyimpangan.

Gambar 1

Model Berfikir

A 4

Perencanaan

Manajemen
Dana Bergulir

PNPM Mandiri
Perkotaan

A 4

Pengorganisasian

Pelaksanaan

C. Pertanyaan Penelitian

A 4

Pengawasan

A 4

Peningkatan
Kesejahteraan
Ekonomi
Masyarakat

Berdasarkan model berpikir diatas, maka pertanyaan penelitian yang

diajukan adalah :

1. Bagaimana manajemen dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan pada

fungsi perencanaan di LKM Kemas Kelurahan Maricaya Selatan Kota

Makassar?
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2. Bagaimana manajemen dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan pada
fungsi penggorganisasian di LKM Kemas Kelurahan Maricaya Selatan
Kota Makassar?

3. Bagaimana manajemen dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan pada
fungsi pelaksanaan di LKM Kemas Kelurahan Maricaya Selatan Kota
Makassar?

4. Bagaimana manajemen dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan pada
fungsi pengawasan di LKM Kemas Kelurahan Maricaya Selatan Kota

Makassar?



